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KATA PENGANTAR
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Menyadari pentingnya sosialisasi atau pemahaman akan ketentuan hukum
yang berlaku tersebut, maka buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat, khususnya para mahasiswa yang mempelajari bidang perbankan
serta masyarakat umum lainnya yang ingin mengetahui ketentuan hukum
perbankan yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini besar kemungkinan
jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan
adanya saran dan masukkan dari mahasiswa dan masyarakat guna perbaikan
pada keseluruhannya baik sasaran maupun materinya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada
Prof. Dr. Eddy Pelupessy, S.H.,M.Hum Guru Besar Hukum Perdata pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura dan Penerbit Intelegensia
Media yang telah bersedia menerbitkan buku ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf sekiranya dalam penulisan buku ini
terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Jayapura, 23 Juli 2025
Penulis
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BAB |
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN
SEJARAH HUKUM PERBANKAN

A. PENGERTIAN HUKUM PERBANKAN
Sebelum kita mempelajari lebih jauh berkenaan dengan hukum

perbankan, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud

dengan bank dan hukum perbankan itu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bank adalah
lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam
lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.!

Pengertian bank yang diberikan KBBI tersebut sesungguhnya berasal dari
pengertian otentik yang terdapat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967.
Pengertian bank ini berbeda dengan yang diberikan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut, yang
dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian otentik di atas, maka bank itu adalah :

- Badan usaha, bisa berbentuk perseroan terbatas, perusahaan daerah,
atau kopertis;

- Yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya;

- Dengan tujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

I Muhammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 1.



BAB I
JENIS DAN USAHA BANK

A. JENIS BANK

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(disingkat Undang-Undang Perbankan), menurut jenisnya bank terdiri dari :3

a.

Bank Umum, vyakni bank yang melakukan kegiatan usaha secara

konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum

ini dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau

memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Pengkhususan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu tersebut antara

lain seperti melaksanakan :

- Kegiatan pembiayaan jangka panjang;

- Kegiatan pembiayaan mengembangkan koperasi;

- Kegiatan pembiayaan pengembangan pengusaha golongan ekonomi
lemah/pengusaha kecil;

- Kegiatan pembiayaan pengembangan pembangunan perumahan.

Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha

secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembedaan jenis bank pada waktu lalu (sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang telah diperbaharui dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998) menimbulkan adanya spesialisasi, yang akan

memungkinkan bank untuk lebih mengenal bidang usahanya, menunjang misi

pemerintah dalam mendorong perekonomian, khususnya sektor-sektor

prioritas dan golongan ekonomi lemah serta memenuhi berbagai kebutuhan

13 Zainal Asikin, 1997, Pokok-Pokok Perbankan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, h. 9.



BAB il
PERLINDUNGAN NASABAH BANK

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan
sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang predictable dan
reasonable. Memang mereka merupakan miserabilis persona, orang-orang
yang patut dikasihani.

Karena itu, salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus
adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika
berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun
nasabah non debitur-non deposan. Dalam beberapa kasus spektakuler yang
pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus likuidasi Bank Summa (1984), Kasus
Pidana di Bank Majapahit (1983) dan kasus likuidasi 16 (enam belas) bank
bermasalah (akhir tahun 1997) menunjukkan bahwa kedudukan para nasabah
masing-masing bank tersebut sangat krusial dan tidak terlindungi oleh hukum.
Dalam kasus-kasus biasa lainnya sehari-hari, kedudukan nasabah bank
bahkan lebih kritis berhubung tidak banyak mendapat sorotan dari
masyarakat dan kurang mendapat tanggapan dari pihak otoritas moneter
yang berwenang.

Dalam bagian ini dicoba menganalisis mengenai hubungan hukum dan
kedudukan nasabah beserta hak, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari
bank terhadap nasabahnya.

A. HUBUNGAN BANK DENGAN NASABAH
Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri

dari dua bentuk yaitu (1) Hubungan kontraktual, dan (2) Hubungan non

|18

Kontraktual.*® Untuk itu akan ditinjau satu per satu.

18 Lukman Santoso Az, 2011, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, PT. Buku Seru,
Yogyakarta, h. 55. Lihat Sentosa Sembiring, Op, Cit. h. 168.



BAB IV
RAHASIA BANK

A. PENGERTIAN RAHASIA BANK

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti
hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat
pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya
kepada pihak lain mana pun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-
undangan yang berlaku.

Karena itu, hubungan antara nasabah dengan banknya mirip dengan
hubungan antara lawyer dengan klien, atau hubungan antara dokter dengan
pasiennya. Yakni sama-sama mengandung kewajiban untuk merahasiakan
data dari klien/nasabah/pasiennya. Sering juga untuk rahasia yang terbit dan
hubungan seperti ini disebut dengan istilah “rahasia jabatan”.?3

Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam
hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia-rahasia lain
yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun
juga bersifat “rahasia” tidak tergolong ke dalam istilah “rahasia bank menurut
Undang-Undang Perbankan. Rahasia-rahasia lain yang bukan rahasia bank
tersebut misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan
pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Perbankan.

Menurut Pasal 1 ayat (28) dari Undang-Undang Perbankan, yang
dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan
dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Jadi,
Undang-Undang Perbankan (No. 10 Tahun 1998) mempertegas dan
mempersempit pengertian rahasia bank dibandingkan dengan ketentuannya
dalam pasal-pasal dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No.
7 Tahun 1992, yang tidak khusus menujukan rahasia bank kepada nasabah
deposan saja.

23 Adrian Sutedi, 2006, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger,
Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 5 — 6.



BAB V
PRINSIP HUKUM BANK
BERDASARKAN SYARIAH

A. LATAR BELAKANG DAN PENGERTIAN

Lahirnya bank berdasarkan syariah di Indonesia telah menambah
semarak khazanah hukum dan mempertegas visi tentang kehidupan
perbankan di Indonesia. Betapa tidak, karena sebagian besar bangsa
Indonesia beragama Islam, sehingga kehadiran bank berdasarkan syariah
yang notabene dilandasi pada unsur-unsur syariat Islam tersebut benar-benar
seperti gayung bersambut.

Apalagi karena sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pada
simpanan atau kredit berdasarkan kepada “bunga”, di mana hal tersebut oleh
kelompok tertentu dalam Islam masih dipersamakan dengan bunga uang
yang dilarang dalam hukum Islam. Atau setidak-tidaknya ada keraguan
terhadap halal atau haramnya bunga bank. Sehingga lembaga alternatif
berupa bank tanpa bunga yang memang benar-benar berdasarkan kepada
hukum Syariah tentu disambut dengan hangat oleh masyarakat.?®

Apakah yang dimaksud dengan “bagi hasil” dalam bank berdasarkan
syariah itu ? Menurut penjelasan resmi untuk Pasal 1 ayat (1) dan Peraturan
Pemerintah No. 72 Tahun 1992, maka yang dimaksud dengan prinsip bagi
hasil tersebut adalah prinsip muamalat berdasarkan kepada Syariat Islam
dalam melakukan kegiatan usaha bank tersebut. Dengan demikian, Bank
berdasarkan syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari
produknya dan pelaksanaannya kepada hukum Islam (berdasarkan Al-Qur’an
dan Al Sunnah), sebagaimana yang telah terlebih dahulu dipraktikkan di
negara-negara lain.

Dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka
eksistensi bank-bank yang berdasarkan syariah ini dipertegas dan kegiatannya
diperluas dari semula hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan

26 Santosa Sembiring, 2002, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, h.118



BAB VI
PEMBERIAN KREDIT
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL

A. PEMBERIAN KREDIT, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
1. Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah

Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia
tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong
penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim kredit/pembiayaan UMKM
diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program
pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya
ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan. Peran pemerintah dalam
skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk
subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/pembiayaan
seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai
bank pelaksana. Selain itu, pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM
agar dapat dibiayai dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan
prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan, dan
pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara
UMKM dan pihak lain.

Dewasa ini, skim kredit yang sangat familiar di masyarakat adalah Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dengan kategori
usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup dalam rangka
persyaratan perbankan. KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM dan
koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan
dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada
saat permohonan kredit/pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan
Program KUR adalah meningkatkan perekonomian, pengentasan kemiskinan,
dan penyerapan tenaga kerja.



BAB VIl
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP NASABAH BANK KORBAN
KEJAHATAN INFORMASI TEKNOLOGI
ELEKTRONIK DI BIDANG PERBANKAN

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering
dikatakan sebagai bentuk kejahatan cybercrime (kejahatan dunia maya).
Bentuk klasik dari kejahatan ini adalah seperti: Joycomputing (memakai
komputer tanpa ijin), hacking (memasuki sistem jaringan komputer secara
tidak sah), The Trojan horse (memanipulasi program komputer), Data
Leakage (pembocoran data), Data Diddling (manipulasi data komputer) dan
Perusakan Data Komputer. Kejahatan tersebut dapat disebut sebagai "cost’
atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat
perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Kejahatan cybercrime yang
populer disebut juga kejahatan cyber space merupakan cerminan dari kondisi
masyarakat yang selalu berkejaran antara  keinginan dengan tarikan
pengaruh global yang tidak sedikit memproduk dan menawarkan perubahan
yang bersifat kerugian. Misalnya menjadikan teknologi sebagai alat
memenuhi perkembangan dan dasar pengembangan sistem transaksi pada
perbankan, tetapi masih seringkali kita gagal menolak dampak destruktifnya.

Berdasarkan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi
pula yang semakin memacu kejahatan cybercrime untuk berevolusi menjadi
berbagai macam jenis kejahatan baru dan modus operandi yang berkaitan
dengan tindak kejahatan cybercrime.



BAB VilI
LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN ANTARA PERLINDUNGAN
HUKUM DAN KEJAHATAN PERBANKAN

A. PENDAHULUAN

Penjaminan simpanan Nasabah dimaksudkan untuk menjaga citra dan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank. Krisis perbankan telah
menorehkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan
tersebut, apalagi dengan sering terjadinya kasus pembobolan bank seperti
kasus Bank Global. Namun demikian, Pemerintah terus berupaya
membangun kembali kepercayaan masyarakat dengan menerbitkan
kebijakan penjaminan atas simpanan nasabah.

Di satu pihak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi
nasabah jika terjadi kasus pembekuan dan/atau penutupan operasional bank
karena pelanggaran oleh manajemen. Namun, di pihak lain, pemberlakuan
undang-undang ini dapat pula memicu kejahatan bisnis di sektor perbankan
karena tidak menutup kemungkinan kejahatan tersebut diulangi oleh para
bankir dan pemilik bank yang lain karena merasa Pemerintah akan
menyelesaikan pembayaran simpanan nasabah bank.3®

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting
dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat diperlukan
untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank, agar krisis
moneter dan perbankan di tahun 1998 tidak terulang kembali.

Kepercayaan terhadap lembaga perbankan merupakan kunci yang utama
dan kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam
pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank
untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

35 Eddy Pelupessy, 2018, Hukum Perbankan, Intelegensia Media, Malang, h. 63.



BAB IX
PEMBOBOLAN BANK
MELALUI TRANSAKSI L/C

A. PENDAHULUAN

Sesungguhnya pembobolan bank melalui surat kredit atau Letter of Credit
(L/C) bukan ‘hal baru’ di dunia kejahatan perbankan, karena kejahatan kerah
putih ini sering terjadi di dunia perbankan meski dalam skala yang berbeda.
Kasus ini menarik perhatian kita karena menimpa dua bank plat merah
dengan jumlah kerugian yang spektakuler. L/C adalah surat yang dikeluarkan
bank atas permintaan nasabah atau oleh bank sendiri yang memberi kuasa
kepada bank atau pihak ketiga untuk membayar atau mengaksep dan
membayar tagihan sesuai yang tertera dalam surat kredit tersebut. Surat
kredit atau Letter of Credit (L/C) adalah instrumen perbankan yang
dipergunakan sebagai cara pembayaran dalam transaksi ekspor-impor.

Sudah menjadi filosofi para kriminal dari kelas teri sampai kerah putih
bahwa kejahatan terjadi karena adanya peluang atau celah untuk itu.
Pertanyaannya di mana letak peluang atau celah itu? Dalam kasus
pembobolan L/C celah yang harus diwaspadai adalah: ketika kesepakatan
sales contract sampai diterbitkannya L/C oleh opening bank; ketika
beneficiary menerima L/C sampai pada penyerahan dokumen oleh beneficiary
kepada negotiating bank dan pengiriman dokumen oleh negotiating bank
kepada opening bank; dan ketika opening bank menerima dokumen sampai
pada penyerahan dokumen kepada applicant. Ketiga peristiwa tersebut
merupakan saat yang rawan terjadinya manipulasi, pemalsuan, dan rekayasa
dokumen fiktif yang dapat mengakibatkan bobolnya bank.

Pertengahan Agustus tahun lalu Pengadilan Jakarta Selatan memutuskan
perkara pembobolan uang senilai 1,7 triliun di BNI’46, dengan putusan 15
tahun penjara kepada Edy Santosa, mantan Pemimpin Pelayanan Nasabah
Bank Luar Negeri, dan penjara 16 tahun kepada Koesadiyuwono, mantan
Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru.



BAB X
PELAKSANAAN MERGER
BANK DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Sejak Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan diberlakukan,
yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, berbagai
peristiwa penting telah terjadi di bidang perbankan Indonesia, seperti makin
besarnya kredit macet, hingga bulan Oktober 1997 jumlah kredit bermasalah
perbankan sekitar 8,1% dari Rp 439,98 triliun yang terdiri atas kredit kurang
lancar Rp 12,077 triliun, kredit diragukan Rp 13,722 triliun, dan kredit macet
Rp 10,197 triliun (Republika, 24 Februari 1998). Banyaknya bank melanggar
ketentuan Batas Minimal Pemberian Kredit (BMPK), menurunnya nilai rupiah
terhadap dolar, dicabutnya izin usaha beberapa bank yang dimulai
pencabutan izin usaha Bank Summa pada tahun 1992, kemudian dicabutnya
izin usaha 16 bank umum pada bulan November 1997 dan pembekuan
aktivitas 7 bank serta beberapa bank milik negara dan swasta di bawah
pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). BPPN didirikan
berdasarkan Pasal 37a UU No0.10 Tahun 1998 dan Tahun 2004 lembaga ini
dibubarkan dengan meninggalkan setumpuk permasalahan perbankan yang
belum tuntas.

Tindakan Pemerintah tersebut dinilai sejumlah pengamat perbankan
sebagai langkah berani, di tengah pemulihan perekonomian nasional akibat
krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Konsekuensi
tindakan Pemerintah menutup beberapa bank umum tersebut adalah
berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap lembaga
perbankan Indonesia, terutama terhadap bank-bank swasta nasional.
Menurunnya tingkat kepercayaan ini, tidak saja masyarakat Indonesia, tetapi
juga pihak asing, misalnya ada Letter of Credit (L/C) Indonesia tidak diterima
oleh pengusaha asing, karena takut tidak dibayar. Untuk menjaga tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap tinggi,
Pemerintah menerbitkan Keppres No.26 Tahun 1998 tentang Penjaminan
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Hukum Perbankan adalah cabang hukum yang
mengatur segala aspek yang berkaitan dengan
kegiatan perbankan, baik dari sisi kelembagaan,
operasional, maupun hubungan hukum antara bank
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hukum perbankan mencakup perizinan pendirian
bank, pengawasan kegiatan bank, jenis-jenis
layanan perbankan, kerahasiaan bank, serta sanksi
terhadap pelanggaran peraturan perbankan.Dalam
praktiknya, hukum perbankan di Indonesia
bersumber dari berbagai regulasi, seperti Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
(perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992), serta
peraturan dari Bank Indonesia (Bl) dan Otoritas Jasa
Keuvangan (OJK) sebagai lembaga pengawas dan
pengatur industri perbankan.
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